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ABSTRAK  

Transformasi digital telah menjadikan media sosial sebagai bagian integral 

dari kehidupan anak, sekaligus membuka risiko berupa eksploitasi, paparan 

konten berbahaya, dan kekerasan daring. Dalam konteks tersebut, negara memiliki 

kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak 

sebagai subjek hukum yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

regulasi yang mengatur pemblokiran dan pembatasan akses media sosial bagi 

anak serta menganalisis sejauh mana kewenangan pemerintah dalam melakukan 

pemblokiran konten dapat dijalankan tanpa melanggar hak konstitusional atas 

informasi dan kebebasan berekspresi. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan 

meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan pelaksanaannya, yang didukung 

oleh bahan hukum sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah dalam 

melakukan pemblokiran konten merupakan mandat hukum yang sah berdasarkan 

prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, pelaksanaannya berpotensi 

menimbulkan ketegangan norma akibat ketidakjelasan batasan konten berbahaya, 

risiko pembatasan berlebihan (overblocking), serta kemungkinan pelanggaran hak 

konstitusional. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan tersebut harus 
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berlandaskan prinsip legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas 

guna menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan penghormatan hak 

asasi manusia. 

Kata Kunci: kewenangan pemerintah, pemblokiran konten, media sosial, 

perlindungan anak, hak konstitusional. 
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ABSTRACT 

Digital transformation has positioned social media as an integral part of 

children’s lives while simultaneously exposing them to risks such as exploitation, 

harmful content, and online violence. In this context, the State bears a 

constitutional obligation to provide special protection to children as vulnerable 

legal subjects. This study aims to examine the regulations governing the blocking 

and restriction of social media access for children and to analyze the extent of 

governmental authority in implementing such measures in relation to the 

constitutional rights to information and freedom of expression. 

This research employs a normative juridical method using statute and 

conceptual approaches. The analysis is based on primary legal materials, 

including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Electronic 

Information and Transactions Law, the Child Protection Law, the Public 

Information Disclosure Law, and related implementing regulations, supported by 

relevant secondary sources. 

The findings indicate that governmental authority to block online content 

constitutes a legitimate mandate grounded in the principle of the best interest of 

the child. However, its implementation may generate legal tension due to unclear 

standards in defining harmful content, risks of excessive restriction 

(overblocking), and potential infringement of constitutional rights. Therefore, the 

exercise of such authority must comply with the principles of legality, 

proportionality, transparency, and accountability to ensure a balanced protection 

of children without undermining fundamental rights. 
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Keywords: governmental authority, content blocking, social media, child 
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